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BAB III 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di Dinas Tenaga Kerja 

dan Sosial Kabupaten Sleman dan PT Yogya Presisi Tehnikatama Industri, 

maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 

1. PT Yogya Presisi Tehnikatama Industri sudah memenuhi sebagian besar 

ketentuan yang diatur dalam Perda DIY Nomor 4 Tahun 2012 tentang 

Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas dengan 

mempekerjakan pekerja penyandang disabilitas sebab dari 238 pekerja ada 

4 (empat) pekerja yang merupakan penyandang disabilitas. Hal itu sudah 

memenuhi syarat bahwa perusahaan wajib mempekerjakan minimal 1 

(satu) orang pekerja penyandang disabilitas di setiap 100 pekerja. Namun 

pekerja penyandang disabilitas yang dipekerjakan di  PT Yogya Presisi 

Tehnikatama Industri tersaring karena faktor ketidaksengajaan.  

2. Kendala yang dihadapi PT Yogya Presisi Tehnikatama Industri dalam 

mengimplementasikan Perda DIY Nomor 4 Tahun 2012 adalah sedikitnya 

tenaga kerja penyandang disabilitas yang mau mendaftarkan diri untuk 

bekerja di PT Yogya Presisi Tehnikatama Industri, belum tersedianya 

fasilitas dan aksesibilitas bagi pekerja penyandang disabilitas dengan 

kecacatan yang lebih kompleks, jenis pekerjaan yang dipekerjakan di PT 

YPTI kebanyakan memerlukan kinerja fisik sehingga sulit untuk 

mempekerjakan pekerja penyandang disabilitas yang jenis kecacatannya 
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tidak dimungkinkan untuk difasilitasi perusahaan, dan desain instalasi 

pabrik telah didesain sedemikian rupa sehingga tidak dimungkinkan untuk 

menambahkan aksesibilitas bagi pekerja penyandang disabilitas Namun 

PT Yogya Presisi Tehnikatama Industri akan berusaha memenuhi dan 

menyesuaikan dengan apa yang diatur dalam Perda DIY Nomor 4 Tahun 

2012 dalam pembangunan gedung baru dan pembangunan-pembangunan 

sarana lainnya supaya menunjang dan mempermudah pekerja penyandang 

disabilitas baik yang sudah bekerja maupun nanti yang mungkin akan 

dipekerjakan dengan jenis dan derajat kecacatan yang berbeda. 

 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan di atas maka diharapkan Pemerintah 

melalui Dinas Tenaga Kerja dan Sosial dapat lebih memaksimalkan 

sosialisasi, pengawasan, dan pemberian sanksi bagi perusahaan yang 

belum melaksanakan kewajiban untuk mempekerjakan minimal 1 (satu) 

orang pekerja penyandang disabilitas di setiap 100 orang pekerja. Hal ini 

sangat penting untuk dilakukan agar penyandang disabilitas memperoleh 

kesamaan dan kesempatan dalam memperoleh pekerjaan. Sebab masih 

banyak perusahaan dalam hal ini di wilayah Kabupaten Sleman yang 

belum memenuhi kewajiban tersebut. 

Selain itu untuk pihak perusahaan, dalam hal ini PT Yogya Presisi 

Tehnikatama Industri diharapkan untuk dapat melakukan kerjasama 

dengan organisasi atau lembaga yang memberikan pelatihan kepada 
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penyandang disabilitas supaya nanti dapat lebih banyak lagi penyerapan 

tenaga kerja yang merupakan penyandang disabilitas tentunya tetap 

disesuaikan dengan tingkat pendidikan dan derajat kecacatannya. 

Diharapkan juga agar PT Yogya Presisi Tehnikatama Industri 

memperhatikan bangunan gedung yang sedang dibangun karena tidak 

dimungkinkan lagi untuk mengubah desain bangunan yang sudah ada. 

Maka penyediaan aksesibilitas bagi pekerja penyandang disabilitas dapat 

diusahakan untuk disediakan dan dipenuhi pada perluasan pabrik ke 

depannya. 
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